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MOTTO 

 

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Kesanggupannya.” 

(Q.S Al-Baqarah Ayat 286) 

“Bermimpilah setinggi langit, apabila anda terjatuh, maka anda akan 

terjatuh diantara bintang-bintang”  

(Ir. Soekarno) 
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ABSTRAK 

Proses Pelelangan Jaminan Nasabah Bermasalah Pada Akad Murabahah Di PT. 

BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja. 

OlehAris Surono, NIM 1416142267 

 

TujuanPenelitianiniadalahuntukmengetahui kategori nasabah 

bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja, serta untuk 

mengetahui proses pelelangan jaminan nasabah bermasalah pada akad 

Murabahah di PT. BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja. Penelitian 

inimenggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini informan 

ditentukan dengan menggunakan purposif sampling yaitu pemilihan informan 

berdasarkan pada karakteristik tertentu yang mempunyai sangkut paut dengan 

penelitian. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa kategori 

nasabah bermasalah, yaitu: l). kurang lancar 3-6 bulan, 2). diragukan 6-9 

bulan, 3). 9bulan dan seterusnya macet, dan Proses pelelangan jaminan 

nasabah, pihak Bank masih mengalami kesulitan karena tidak sesuai dengan 

target yang diharapkan. 

 

Kata Kunci :Pelelangan Jaminan, Nasabah Bermasalah, Akad Murabahah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat 

dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan bentuk-bentuk lain dengan tujuan 

untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dijelaskan lebih lanjut dalam 

psal 1 ayat 3 bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakn kegiatan-

kegiatan konvensional maupun secara syariah dalam kegiatannya memberikan 

jasa keuangan dalam lalu lintas pembayaran.
1
 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 tahun 1999 

pengertian bank adalah Bank umum dan Bank perkreditan rakyat sebagaimana 

yang dimaksud  dalam undang-undang yang berlaku. Pengertian bank menurut 

Abdullah, mendefinisikan bank merupakan bagian dari lembaga keuangan 

yang berfungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang 

memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat 

yang berkekurangan dana.
2
 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 

tentang perbankan, yaitu : Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai 

perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan 

                                                             
1
 Any Nugroho, Hukum Perbankan Syariah, (Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO, 

2011), h. 72. 
2
 Any Nugroho, Hukum Perbankan Syariah, (Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO, 

2011), h. 79. 
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pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi 

memperlancar lalu lintas pembayaran.
3
 

Sehingga secara umum dapat di simpulkan bahwa pengertian bank 

adalah merupakan perusahaan yang bergerakdalam bidang keuangan, artinya 

aktifitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan di mana kegiatan 

utamanya adalah menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa 

bank lainnya atas dasar kepercayaan yang telah di perolehnya. 

 Saat muncul lembaga keuangan syariah yang menjadi kompetitor dari 

lembaga keuangan konvensional. Menurut sudarsono, bank syariah adalah 

suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-

jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

menggunakan sistem dan oprasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, 

artinya, oprasi bank syariah tersebut berdasarkan pada alquran dan hadist. 

Sistem oparasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.
4
 

 Dengan kata lain, yang di maksud dengan bank syariah adalah 

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-

jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

oprasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah islam.  

Menurut Rivai dan Arifin yang dikutip oleh Aisyah Binti Nur dalam 

buku Manajemen Pembiyayan Bank Syariah pembiayaan atau financing adalah 

pendanaan yang di berikan oleh suatu pihak lain untuk mndukung investasi 

yang telah di rencanakan, baik di lakukan sendiri maupun lembaga. Dengan 

                                                             
3
 Ismail, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2010), h. 29 

4
 Any Nugroho, Hukum Perbankan Syariah, (Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO,2011), 

h.10 
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kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang di kluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah di rencanakan.
5
 

Adapun pengertian pembiayaan menurut Ridwan pembiayaan sering 

digunakan untuk menunjukan aktivitas utama BMT karna berhubungan 

dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 

yang di maksud pembiayaan adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dan pihak lainyang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu di tambah dengan jumblah 

bunga, imbalan atau pembagian hasil”.
6
 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa pembiayaan adalah 

sebagai penyediaan dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan 

dana yang mempunyai jangka waktu tetrtentu dalam pengembaliannya disertai 

pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.
7
 

Untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak bank, nasabah tentu harus 

memiliki asset yang bisa digunakan pihak bank sebagai jaminan. Istilah 

jaminan adalah terjemahan dari kata Zekerheid atau Cautie yaitu kemampuan 

debitur  untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang 

di lakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis 

sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang di terima debitur terhadap 

                                                             
5
 Aisyah Binti Nur, Manajemen Pembiyayan Bank Syariah, (Jogjakarta: Kalimedia, 

2015), h. 40 
6 Aisyah Binti Nur, Manajemen Pembiyayan Bank Syariah, (Jogjakarta: Kalimedia, 

2015), h. 67 
7
Hestanto, pengertian pembiayaan, di kutip dari http://www.hestanto.web.id/pengertian-

pebiayaan/, pada hari Senin, tanggal 2 april 2018, pukul 16:00 

http://www.hestanto.web.id/pengertian-pebiayaan/
http://www.hestanto.web.id/pengertian-pebiayaan/


4 
 

 
 

krediturnya. Menurut UUNO.14/1967 (Tentang Perbankan) arti jaminan di 

beri istilah Agunan atau Tanggungan. 

Menurut  UU NO.7/1992 di ubah menjadi UU NO.10/1998 (Tentang 

perbankan) arti jaminan yaitu keyakinan atas iktikad dan kemampuan 

sertakesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau 

mengembalikan pembiayaan di maksud sesuai dengan perjanjian. Sedangkan 

agunan adalah jaminan tambahan yang di serahkan nasabah debitur kepada 

bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan 

prinsip syariah. 

Pasal 8 UU no 10 tahun 1998 jaminan adalah keyakinan atas 

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai 

dengan yang di perjanjikan Thomas suryanto dkk. memberikan pengertian 

jaminan kredit adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan  kesanggupan 

seseorang  untuk menanggulangi pembayaran kembali suatu  utang. 

Dapat diketahui bahwa jaminan suatu tanggungan yang dapat di nilai 

dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang di serahkan debitur kepada 

kreditor sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau 

perjanjian lain,  

                                

                                 

                     
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Artinya : 

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) 

dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah 

kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa 

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.(Q.S Al-Baqarah, 2: 283)
8
 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu 

pegawai dari PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja berkaitan tentang 

jaminan, ada suatu fenomena yang yang menarik tentang bagaimana proses 

penyelesaian nasabah bermasalah melalui eksekusi pelelangan jaminan pada 

pembiayaan khususnya di PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja. 

Pada PT BPRS Muamalat jaminan yang akan dilelang tidak bisa 

sepenuhnya dikuasai oleh Bank, apabila sebuah bank ingin melelang jaminan 

maka harus dipastikan terlebih dahulu adanya pihak yang akan membeli 

barang tersebut. Namun dalam beberapa kejadian, pihak pembeli biasanya 

enggan untuk membeli barang lelang tersebut karena adanya intimidasi atau 

ancaman dari pihak pemilik barang yang akan dilelang. Proses pelelangan 

barang jaminan tersebut memerlukan biaya yang besar, karena melibatkan 

beberapa pihak terkait, kebanyakan nasabah bermasalah ini tidak rela atau 

tidak terima apabila jaminan di lelang oleh pihak bank,jika proses pelelangan 

itu dilakukan dengan mengundang pihak-pihak yang berwajib, maka baiyanya 

                                                             
8
 Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Tafsir Ringkas. (Jakarta: IKAPI DKI Jakarta, 

 2016, h. 131 
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tetntu akan semakin tinggi atau biaya yang yang akan dikeluarkan akan lebih 

besar diri pada hasil barang yang akan dilelang tersebut sehingga pihak bank 

akan mengalami kerugian. Berkaitan tentang hal ini kebanyakn pihak bank 

tidak menemukan solusi sehingga pihak bank mengalami kerugian dan 

hubungan antara pihak bank dengan nasabah tidak harmonis lagi karena 

inilah proposal skripsi ini bertujuan untuk memberikan solusi pemecahan 

masalah tersebut, ditinjau dari ekonomi Islam.
9
 

Untuk memahami lebih lanjut masalah Proses Pelelangan Jaminan 

Nasabah Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat tersebut penulis 

bermaksud mengadakan penelitian secara lebih mendalam dengan judul 

“Proses Pelelangan Jaminan Nasabah Bermasalah Pada Akad Murabahah di 

PT BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan masalah 

yang dikemukakan dalam penulisanini adalah: 

1. Bagaimana kategori nasabah bermasalah pada akad murabahah di PT. 

BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja? 

2. Bagaimana proses pelelangan jaminan nasabah bermasalah pada akad 

Murabahah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja? 

C. Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan oenelitian ini sebagai 

berikut: 

                                                             
9
Rheinaly,PengertianJaminan,dikutipdarihttp://likesrinrheinaldyy.co.id/2010/09/pengerti

 an-jaminam.html, pada hari senin, 2 April 2018, pukul 16:30 WIB 

http://likesrinrheinaldyy.co.id/2010/09/pengerti%09an-jaminam.html
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7 
 

 
 

1. Untuk mengetahui kategori nasabah bermasalah di PT. BPRS 

Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja. 

2. Untuk mengetahui proses pelelangan jaminan nasabah bermasalah 

pada akad Murabahah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan 

Sukaraja. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis. 

      Sebagai pengembangan keilmuan dan dapat menambah 

wawasan bagi penulis dan banyak orang untuk  mengetahui bagaimana 

pelaksanaan proses pelelangan jaminan nasabah pada akad murabahah di 

PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja. 

2. Secara praktisi. 

a. Bagi PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi PT. 

BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan pelaksanaan eksekusi jaminan 

nasabah bermasalah yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah 

sehingga nasabah dan perbankan syariah dapat terpenuhi keinginannya 

dengan begitu aka nada keadilan di antara nasabah dan pihak 

perbankan syariah. 

b. Bagi Nasabah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi nasabah jika ingin mengajukkan pembiayaan di PT. 
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BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja sehingga nasabah akan 

lebih berhati-hati dalam melakukan pinjaman. 

c. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan 

informasi bagi masyarakat mengenai proses pelelangan jaminan 

nasabah bermasalah pada akad Murabahah di PT. BPRS Muamalat 

Harkat Kecamatan Sukaraja. 

E. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan disini sudah pernah dilakukan oleh penuli-

penulis sebelumnya.Pertama, skripsi yang diteliti oleh Yasinta 2016 dari UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Bentuk Penyelesaian Pembiayaan 

Macet Di BNI Syariah Cabang Yogyakarta” penelitian ini dilakukan pada 

kator PT. BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu melihat 

pelaksanaan peraturan hukum dalam masyarat. 

Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh 

dengan melaukan wawancara, serta data sekunder yang berupa studi 

kepustakaan.Analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitati 

yang penarikan kesimpulannya secara deduktif. Berdasarkan hal tersebut, 

maka dirumuskan pokok permaslahan yakni untuk mengetahui apakah 

pelaksanaan proses penyelesaian pembiayaan macet di BNI Syariah Cabang 

Yogyakarta telah sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa dalam 
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menyelesaikan pembiayaan macet telah sesuai Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu apabila nasabah beritikad baik 

diselesaikan dengan restrukturisasi pembiayaan yaitu dilancarkan kembali 

dengan 3R (Rescheduling/penjadwalan ulang, Reconditioning/memperkecil 

margin keuntungan, Restructuring). Tetapi, jika nasabah sudah tidak 

kooporatif dan tidak beritikad baik penyelesaiannya dengan lelang agunan di 

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) untuk menutupi 

kerugian bank.yang akan menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas 

dalam penelitian Yasinta adalah apakah bentuk penyelesaian pembiayaan 

macet di bni syariah cabang yogyakarta telah sesuai dengan undang-undang 

nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.
10

 

Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan penulis dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yasinta, yaitu terletak pada data yang 

digunakan, sama-sama menggunakan data primer dan sekunder, serta analisis 

data yang digunakan sama-sama menggunkan metode deskriptif kualitatif. 

sedangkan Perbedaannya terdapat pada lokasi atau objek penelitian yang 

dilakukan. Selain itu, jika pada penelitian yang dilakukan Yusinta lebih 

menekankan pada apakah penyelesaian kredit macet sudah sesuai dengan 

undang-undang atau tidak, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih 

menekankan pada bagaimana proses penyelesaian kredit bermaslah melalui 

proses pelelangan jaminan. 

                                                             
10

Yasinta “Bentuk Penyelesaian Pembiayaan Macet Di Bni Syariah Cabang Yogyakarta”, 

Yogyakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Yogyakarta,  skripsi, 2005, 

h. 35 
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Penelitian mengenai “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Offset 

Jaminan Di Bank Bukopin Cabang Banda Aceh” Volume 4, No.3.Agustus 

2016. Peraturan Bank Central Indonesia (dikenal sebagai Bank Indonesia atau 

BI) No. 7/ 2/ Pbi/ Tahun 2005, Pasal 1 Angka 15 telah ditetapkan sebagai 

dasar dalam proses penyelesaian kredit dalam bentuk jaminan offset yang 

dikeluarkan oleh PT. Bank Bukopin Cabang Banda Aceh dengan peminjam 

kredit atau debitor. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa “setiap agunan 

dalam bentuk apapun - yang telah diambil alih dan didapatkan oleh bank – 

baik melalui pelelangan ataupun tidak dari debitor, dianggap sebagai bahan 

sitaan atau aset dari bank (aktiva)”. Bank diberikan kuasa oleh si debitor untuk 

menyerahkan agunannya baik secara sukarela atau tidak jika dia tidak dapat 

memenuhi kewajibannya. Namun dalam praktiknya, belum ada klausul yang 

tercantum jelas yang menjamin keberatan debitor untuk menyerahkan 

agunannya secara sukarela kepada bank (dalam hal ini Bank Bukopin) dan 

kemudian memprosesnya secara lanjut dalam proses penyelesaian kredit. Hal 

ini disebut sebagai garansi offset. Pada dasarnya, memberikan kuasa kepada 

bank untuk menjual agunan milik debitor tidak menjadi persoalan asalkan 

penjualan suatu obyek atau harga jual obyek tanggungan menguntungkan 

kedua belah pihak. Ini akan menjadi persoalan apabila penjualan suatu objek 

atau harga jual yang ditentukan oleh bank biasanya dibawah harga pasar, yang 

merugikan kepentingan debitor. Jaminan offset ini hanya dapat dilakukan 

dalam proses pengembalian hanya jika agunan merupakan benda tidak 
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bergerak, atau berada di daerah kotamadya dan/atau terdapat kantor cabang 

utama Bank Bukopin.
11

 

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian diatas 

terdapat pada lokasi penelitian.Jika pada penelitian diatas dilakukan pada 

Bank Bukopin, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis dilakukan 

di BPRS Muamalat Harkat Bengkulu. Sedangkan persamaan antara penelitian 

yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan diatas adalah sama-

sama membahas tentang proses penyelesaian dari kredit bermasalah. 

Salina Kassimm yang berjudul “Contract agreement model for 

murabahah financing in Indonesia Islamic banking” Tahun 2015. 

The purpose of this paper is to measure the pattern of contract 

agreement process to map various banks‟ position in perceiving 

Sharia conduct. This is done by incorporating the dynamics of culture, 

market demand and Sharia literacy in different banks. Finding of this 

research will serve as the formula to map the latent degree of Islamic 

bank‟s commitment to their strategic vision and identity as an Islamic-

based financial institution.Design/methodology/approach: This 

research develops its theoretical background in classical and 

contemporary literature review on murabahah contract in Islamic 

perspective. Focus group discussion (FGD) and in-depth interview are 

conducted on 32 bankers (in 14 Islamic banks), two National Sharia 

Council, five academicians and three central bank representatives as 

an input for qualitative analysis. Content analysis is utilized in this 

paper to emphasize the process of discovering the relationship 

between dynamic factors affecting contract agreement process in 

murabahah scheme in Indonesian banking.
12
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“Model perjanjian kontrak untuk pembiayaan murabahah di perbankan 

syariah Indonesia”. Tujuan tulisan ini adalah untuk mengukur pola proses 

perjanjian kontrak untuk memetakan berbagai posisi bank dalam memahami 

perilaku Syariah. Ini dilakukan dengan menggabungkan dinamika budaya, 

permintaan pasar dan literasi Syariah di bank-bank yang berbeda. Temuan 

penelitian ini akan berfungsi sebagai rumus untuk memetakan tingkat laten 

komitmen bank syariah terhadap visi dan identitas strategis mereka sebagai 

lembaga keuangan berbasis Islam.Desain / metodologi / pendekatan 

Penelitian ini mengembangkan latar belakang teoretisnya dalam kajian 

literatur klasik dan kontemporer tentang kontrak murabahah dalam perspektif 

Islam. Focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam dilakukan 

terhadap 32 bankir (di 14 bank syariah), dua Dewan Syariah Nasional, lima 

akademisi dan tiga perwakilan bank sentral sebagai masukan untuk analisis 

kualitatif. Analisis isi digunakan dalam makalah ini untuk menekankan proses 

penemuan hubungan antara faktor-faktor dinamis yang mempengaruhi proses 

perjanjian kontrak dalam skema murabahah di perbankan Indonesia.
13

 

Jurnal internasional diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian yang berjudul Proses Pelelangan Jaminan Nasabah Bermasalah 

Pada Akad Murabahah di PT. BPRS Muamlat Harkat Kecamatan Sukaraja. 

Adapun persamaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terletak 

pada akad yang digunakan sama-sama menggunkan akad Murabahah. 
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Sedangkan perbedaanya terletak pada tujuan penelitian, pada penelitian yang 

ditulis oleh Salina Kassim bertujuan untuk mengukur pola proses perjanjian 

kontrak untuk memetakan berbagai posisi bank dalam memahami perilaku 

Syariah. Sedangkan pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses 

pelelangan jaminan nasabah bermasalah pada akad Murabahah. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau Field research 

yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan, 

dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang 

keadaan sekarang.
14

 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dalam 

penelitian ini tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung 

lainnya.
15

 Peneliti dalam peneltian kualitatif mencoba mengerti makna 

suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-

orang dalam situasi/fenomena tersebut.
16

 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 
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 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Grafindo Persada, 

2001). hal. 19. 
 15

Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). hal. 4. 
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 A. Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian 

Gabungan, Cetakan Ke-4, (Jakarta: Kencana, 2017). hal. 328. 
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Andi Prastowo, Metode Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian,     
Cetakan Ke-3, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016). hal.186. 
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sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.
17

 

Tujuan dari penelitian menggunakan metode deskriptif adalah untuk 

membuat dekripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 

yang di selidiki. 

Jadi, dalam hal ini penelitian yang digunakan adalah penelitian 

lapangan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Penelitian 

deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami proses 

pelelangan jaminan nasabah bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat 

Kecamatan Sukaraja secara langsung. 

2. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan Juli 

2019, penelitian dilakukan di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan 

Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Penulis memilih PT. 

BPRS Muamalat Harkat ini karena jangkauan data-data yang dimiliki 

sudah luas yang memungkinkan dapat memenuhi data-data yang ingin 

diketahui oleh penulis. Selain itu, aksesnya dekat dengan penulis dan 

banyak nasabah dari daerah yang mengajukkan pembiayaan disana, dan 

juga Bank Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja merupakan PT. BPRS 

yang tertua di Bengkulu sehingga secara otomatis sudah banyak 

menangani nasabah yang bermasalah khususnya mengenai eksekusi 

pelalangan. 
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3. Informan Penelitian 

Informan merupakan orang yang akan dimintai keterangan mengenai 

objek penelitian dan mengetahui serta memahami masalah yang diteliti. 

Informan yang dipilih adalah orang yang dirasa mampu untuk memberikan 

informasi, berkaitan dengan objek penelitian dan diperkirakan akan 

memperlancar proses penelitian. 

Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dengan teknik 

purposive sampling. Purpose sampling merupakan metode atau cara 

pengambilan sampel berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki seseorang 

atau individu tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan.
18

 

Dalam penelitian ini informan yang dijadikan sebagai informan , 

yaitu Kabag Pemasaran, Account Officer (AO) dan nasabah Bank 

Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja. 

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

a. Sumber data 

Untuk mengumpulkan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini 

menggunakan data sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

subjek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan 

mengamati dan bertanya langsung kepada Kabag Pemasaran, 

                                                             
18

 Lexy Molleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,  

 2001), hal. 135. 
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Account Officer (AO) dan nasabah yang bermasalah di PT. BPRS 

Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja.  

2. Data Skunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui 

pengumpulan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis 

dokumentasi), data ini merupakan data pelengkap dalam suatu 

penelitian. Data sekunder yang dimaksud berupa dokumentasi yang 

dalam penelitian ini adalah berupa hasil wawancara, dokumen, foto-

foto, dan buku referensi yang berkaitan dengan judul, jurnal ilmiah 

yang memuat data mengenai judul penelitian, surat kabar, serta 

sumber lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber yang sah. 

 

b. Teknik pengumpulan data 

1. Obsevasi/pengamatan 

Observasi yaitu metode pengumpulan data melalui 

pengamatan secara langsung yang dilakukan penulis di PT. BPRS 

Muamalat Harkat. Kecamatan, Sukaraja. Kabupaten, Seluma. 

Provinsi, Bengkulu. Tentang proses eksekusi jaminan bermasalah. 

2. Wawancara 

Wawancara yaitu teknik teknik pengumpulan data dengan 

cara melakukan tanya jawab dengan petugas, pegawai, dan otoritas 

(pihak yang berwenang) tentang proses eksekusi jaminan 

bermasalah pada PT. BPRS Muamalat Harkat. Metode ini 

digunakan untuk menggali data dan meminta pertimbangan 
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berbagai pihak agar tidak terjadi penyimpangan atau salah 

pengertian mengenai permasalahan yang diangkat dalam tema 

penelitian ini. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi ini penulis menggunakan data-data 

dokumentasi yang berupa foto, video, maupun visual penelitian 

yang menggunakan handphone. 

 

5. Teknik Analisa Data 

 Melakukan analisa berarti melakukann kajian untuk memahami 

struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.
19

 Menurut 

Sugiono yang dikutip oleh Iskandar dalam buku Metodelogi Penelitian 

Pendidikan dan Sosial, analisis data kualitatif dalam proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan 

(observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi 

mengorganisasikan data ke sintesis menyusun kepada pola, memilih mana 

yang penting dan mana yanag akan dipelajari dan membutuhkan 

kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.
20
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 Iskandar, Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif), 

(Jakarta: Gaung Persada Press, 2012), hal. 220. 
20

 Iskandar, Metodelogi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif), 
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 Dalam penelitian kualitatif ini analisis penelitian dilakukan 

berdasarkan model analisis Miles dan Huberman yang dapat dilakukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut:
21

 

1. Pengumpulan data, proses pengumpulan data  penelitian. Pada tahap 

ini peneliti akan mengumpulkan data terlebih dahulu yang 

didapatkan dari hasil observasi, wawancara yang telah dilakukan dan 

dari dokumentasi yang telah ada sebelumnya. 

2. Reduksi data, proses penggabungan dan penyeragaman segala 

bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan yang akan 

dianalisis. 

3. Penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk  

daftar kategori setiap data yang akan didapat dengan bentuk naratif. 

4. Penarikan kesimpulan, proses lanjutan dari reduksi data dan 

penyajian data, data yang disimpulkan berpeluang untuk  menerima 

masukan. Penarikan  kesimpulan sementara masih dapat diuji 

dengan data di lapangan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pengertian Lelang 

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum 

termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan 

dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin 

menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang 

didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.
22

 

 

Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk 

penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Lelang dapat 

berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya 

membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai 

akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, 

sebagaimana lelang ala Belanda (Dutch auction) disebut (lelang naik) yang 

biasa dilakukan di pegadaian konvensional, lelang seperti ini yang masih 

menjadi perdebatan apakah sesuai syariah atau tidak, karna ada indikasi 

persetujuan pada penawar pertama yang menyetujui tawaran penjual.
23

 

Menurut Kasmir, bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjaman, 

maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke masyarakat laus, 

dimana hasil penjualan atau pelelangan tersebut diberitahukan kepada 

nasabah dan seandainya uang hasil pelelangan/penjualan setelah dikurangi 

pinjaman dan biaya-biaya lainnya masih lebih, maka akan dikembalikan.
24
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Berdasarkan definisi diatas, makadapat dipahami bahwa secara umum 

lelang adalah penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga 

secara lisan atau tertulis melalui usaha mengumpulan para peminta atau 

peserta lelang dan harus dipimpin oleh pejabat lelang. 

Jual beli model lelang (muzayyadah)dalam hukum Islam adalah boleh 

mubah. Di dalam kitab Subulus salamdisebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, 

”Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya 

penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan di antara semua 

pihak.Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya 

ijma‟kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan 

telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu. 

Sebagaimana Umar bin Khathab juga pernah melakukannya demikian pula 

karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual 

beli. Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik ribameskipun ia 

dinamakan bai‟ muzayyadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan 

sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. 

Dalam muzayyadahyang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam 

akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh 

pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam 

praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak 

diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang 

ribawi lainnya.
25
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B. Teori Jaminan 

1. Pengertian Jaminan  

Pengertian hukum jaminan tidak ditemukan dalam KUHP perdata 

ataupun di dalam peraturan perundang-undangan. Namun,untuk 

menemukan rumusan hukum jaminan haruslah ditelaaah dari arti dan 

fungsi jaminan itu sendiri. Dengan demikian, untuk memahami pengertian 

hukum jaminan perlu melihat beberapa pakar mengenai rumusan 

pengertian umum mengenai jaminan.
26

 

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau 

pihak ketiga kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu 

kepentingan, bahwa debitur harus memenuhi kewajiban nya dalam suatu 

perikatan. Pendapat yang sama menurut Mariam Darus Badrulzaman, 

jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan seorang debitur dan atau 

pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu 

perikatan. Pengertian jaminan smenurut Djuhaendah Hasan adalah sarana 

perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian akan pelunasan utang 

debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau pinjaman debitur.  

Pengertian jaminan tersebut mencakup juga fungsi dari jaminan yaitu 

sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur terhadap kepastian 

pelaksanaan prestasi dari debitur. 

Jaminan selalu berarti alternative terakhir dari sumber pelunasan 

kredit dalam hal kredit tidak dapat dilunasi oleh nasabah debitur dari 
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kegiatan usahanya karena kegiatan usahanya itu mengalami kesulitan untuk 

menghasilkan uang. Jaminan meliputi keyakinan terhadap kemampuan 

debitur untuk mengembalikan kreditnya . juga yang terpenting adanya 

suatu agunan sebagai tindakan perventif apabila debitur wanprestasi.
27

 

Berdasarkan beberapa teori diatas, menurut penulis pengertian 

jaminan adalah tanggungan yang diberikan debitur kepada kreditur atau 

dapat juga sebagai sarana perlindungan bagi keamanan kreditur terhadap 

kepastian pelaksanaan prestasi dari debitur. 

2. Jenis-jenis jaminan 

Adapun jenis dari jaminan itu terbagi menjadi dua, yaitu jaminan 

perorangan, dan jaminan kebendaan. 

a. Jaminan Perorangan (Personal guarantee) 

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang 

berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin 

dipenuhinya kewajiban-kewajiban yang berhutang atau debitur. 

Dasar hukumnya pasal 1820 KUHPerdata berbunyi : 

‟‟ penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga 

demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi 

perikatan debitur, bila debitur tidak memenuhi perikatannya.’’ 

Contoh jaminan perorangan: suatu bank memberikan kredit sebesar 2 

milyar kepada PT. X berdasarkan perjanjian kredit dengan jangka 

waktu 1 (satu) tahun. Untuk menjamin atau menanggung pelunasan 
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utang PT. X kepada bank, bank meminta kepada pihak ketiga yaitu 

komisararis bernama A dan direktur bernama B untuk menjadi 

penjamin atau penanggung utang PT. X. kemudian bank mengadakan 

perjanjian penjaminan atau penanggungan utang dengan Adan B 

untuk menjamin dan menanggung utang PT. X jika PT. X lalai 

membayar utang.
28

 

b. Jaminan kebendaaan  

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang objeknya berupa baik 

barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukan 

untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila dikemudian 

hari debitur tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur. 

Sebagaimanadisebutkan di atas, benda debitur yang dijaminkanbisa 

berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. 

Untuk benda bergerak dapat dijaminkan dengan gadai, 

sedangkan untuk benda tidak bergerak khususnya tanah beserta 

benda-benda yang berkaitan dengan tanah dibebankan dengan hak 

tanggungan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 

Tahun1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda, benda 

yang berkaitan dengan tanah) dan untuk benda tidak bergerak bukan 

tanah seperti kapal laut dengan bobot 20 m3 atau lebih dan pesawat 

terbang di bebankan dengan hak optic.
29
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C. Teori Pelelangan Barang Jaminan 

Lelang jaminan adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan lelang yang 

diatur dalam  aturan pelaksanaan lelang, tergolong sebagai lelang eksekusi 

wajib, dan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 

(KPKNL) sebagai tempat yang sah untuk dilaksanakannya lelang barang 

jaminan. 

Pelaksanaan lelang barang jaminan didasari dengan adanya mekanisme 

tertentu berupa perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau 

korporasi untuk mendapatkan sejumlah dana, melalui mekanisme pemberian 

kredit dari debitur kepada kreditur. 

Dalam perjanjian gadai tidak boleh diperjanjikan bahwa benda gadai 

sebagai barang jaminan menjadi milik si penerima gadai apabila si pemberi 

gadai lalai (wanprestasi) dalam melunasi hutangnya, karena selain 

bertentangan dengan Pasal 1154 ayat (1) KUH Perdata, juga dipertegas dalam 

Pasal 1154 ayat (2) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa : “segala janji 

yang bertentangan dengan ini adalah batal”.
30

 

Undang-undang menyatakan bahwa apabila pemberi gadai lalai 

melunasi hutangnya, maka si penerimaan gadai diberi hak untuk menjual 

benda jaminan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dan berdasarkan 

kebiasaan stempat, dari hasil penjualan ini si penerima gadai mendapat 

pelunasan atas piutangnya. 

Sebelum lelang dimulai sebulan sebelumnya, pihak Bank akan 

mengumumkan kepada masyarakat bahwa lelang akan dilaksanakan. Pada hari 

yang telah ditentukan, lelang dilakukan dan pembeli yang berhak adalah yang 

menawar dengan harga tertinggi. Seluruh hasil lelang harus diberitahukan dan 

jika ada kelebihan uang pelelangan atas barang gadai tersebut akan 

dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal, 

dan juga biaya lelang. 
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D. Nasabah Bermasalah 

Nasabah bermasalah ini suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak 

sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti 

yang telah diperjanjikan sehingga menyebabkan kolektibilitasnya dalam 

perhatian khusus, kurang lancar,diragukandan pembiayaan macet.
31

 

Ada beberapa hal yang menyebabkan kurang sanggupnya nasabah 

dalam membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank. Adapun 

penyebab terjadinya hal tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Nasabah kurang kompeten 

2. Nasabah tidak atau kurang pengalaman 

3. Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya 

4. Nasabah tidak jujur 

5. Nasabah serakah 

Selain hal tersebut, ketidak mampuan nasabah dalam membayar 

kewajibannya juga karena unsur kesengajaan dan unsure ketidaksengajaan. 

a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah 

1. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada 

Bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi 

kewajibannya. 

2. Nasabah melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang 

dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap 

keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja. 
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3. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana 

pembiayaan bermasalah tersebut tidak sesuai dengan tujuan 

penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan pembiayaan 

bermasalah, disebutkan pembiayaan bermasalah untuk investasi, 

ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan bermasalah 

dicairkan, digunakan untuk modal kerja.
32

 

b. Unsur ketidaksengajaan 

1. Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi 

kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat 

membayar angsuran. 

2. Perusahan tidak dapat bersaing dengan pasar,sehingga volume 

penjualan menurun dan perusaan rugi. 

3. Perubahan kebijakandan peraturan pemerintah yang berdampak pada 

usaha nasabah. 

4. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah. 

Kondisi usaha keuangan nasabah dapat menurun karna pengaruh 

berbagai macam faktor ekternyang berada diluar kemampuan mereka untuk 

mengendalikannya. Selanjutnya, penurunan pendapatanakan mempengaruhi 

kemampuan nasabah membayar bunga atau melunasi pembiayaan bermasalah. 

Faktor ekstern pertama yang dapat mmpengaruhi kondisi usaha nasabah 

adalah perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang merugikan 

kegiatan bisnis perusahaan mereka. Bagi banyak perusahaan, dampak 
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perkembangan ekonomi atau bidang usaha mereka tidak menguntungkan 

adalah penurunan jumlah hasil penjualan barang atau jasa yang mereka 

usahakan.
33

 

Berdasarkan beberapa pengertian dari nasabah beraslah, maka penulis 

menyimpulkan pengertian dari nasabah bermasalah adalah suatu keadaan  

dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh 

kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga 

menyebabkan kolektibilitasnya dalam perhatian khusus, kurang lancar, 

diragukandan pembiayaan macet 

E. Murabahah 

1. Pengertian murabahah 

Pengertian bai‟al-murabahah merupakan kegiatan jual beli pada 

harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini 

penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli 

ditambah keuntungan yang diinginkannya. Sebagai contoh harga pokok 

barang x Rp 100.000, Keuntungan yang diharapkan adalah sebesar 

Rp5.000, sehingga harga jualnya 105.000. 

Kegiatan bai‟al-murabahah ini baru dilakukan setelah ada 

kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam 

dunia perbankan kegiatan bai‟al-murabahah pada pembiayaan produk 

barang-barang investasi baik dalam negri maupun luar negri.
34
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Dalam istilah teknis perbankan syariah murabahah ini diartikan 

sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara Bank Syariah dengan 

Nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk embelian bahan 

baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan 

dibayar krmbali oleh nasabah sebesar harga jual Bank (harga beli 

bank+margin kruntungan) pada waktu yang ditetapkan. 

2. Dasar hukum murabahah 

Adapun dasar hukum dari akad murabahah adalah: 

                        

          
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. 

An-Nisaa:29).
35

 

 

                   

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu mencari karunia (rezki hasil 

perniagaan) dari Rabbmu” (QS. Al-Baqarah:198).
36

 

 

                

 

Artinya: "..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" 

(QS. Al-Baqarah:275).
37

 

Dari Hakim bin Hizam radhiallahu‟anhu dari Nabi Shallallu „alaihi 

wa sallam beliau bersabda: 
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“Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan khiyar 

selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka 

keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika 

keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara 

keduanya akan dihapus.”(HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532) 

 

Abu Hurairah radhiallahu„anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah 

shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 

 

 

“Sumpah itu (memang biasanya) melariskan dagangan jual beli namun 

bisa menghilangkan berkahnya”.(HR. Al-Bukhari no. 1945 dan Muslim 

no. 1606) 

 

Dari Abu Qatadah Al-Anshari radhiallahu anhu, bahwa dia 

mendengar Rasulullah shallallahu „alaihi wasallam bersabda: 

 

 

“Jauhilah oleh kalian banyak bersumpah dalam berdagang, karena dia 

(memang biasanya) dapat melariskan dagangan tapi kemudian 

menghapuskan (keberkahannya).”(HR. Muslim no. 1607) 

 

3. Aplikasi pembiayaan murabahah dalam perbankan. 

Untuk menjelaskan tentang bagaimana penerapan akad murabahah dalam 

bembiayaan perbankan syariah dapat dilihat dari skema berikut : 
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Sumber: M. Nur Rianto Al Arief (2012) 

Dari skema diatas dapat diketahui bahwa pihak bank adalah 

penyedia dana yang deperlukan untuk melakukan pembelian kepada piha 

supplier. Pertama nasabah akan melakukan permohonan pembiayaan 

kepada pihak bank. Kemudian pihak bank akan membeli barang yang 

diperlukan nasabah kepada supplier atau penjual, lalu penjual akan 

mengirimkan barang kepada nasabah. dan terakghir nasabah akan 

membayar angsuran kepada pihak bank. 
38

 

4. Ciri-ciri dasar kontrak murabahah adalah: 

a. Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait 

dan tentang harga hasil barang dan batas laba (Mark-up) harus 

ditetapkan dalam bentuk nominal/persentase dari total harga plus 

biaya-biaya lainnya 

b. Apa yang dijual adalah barang atau komuditas dan dibayar dengan 

uang 
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c. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh sipenjual 

dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si 

pembeli. 

d. Pembayaran ditangguhkan.
39

 

F. Proses Lelang 

Eksekusi hak tanggungan diawali dengan ann maning (teguran) dan 

berakhir dengan pelelangan tanah beserta dengan benda-benda lain yang 

berkaitan dengan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan, dan sebelum 

dilaksanakan tidak perlu dilaksanakan sita eksekusi. 

a. Prosedur ann maning 

1. Setelah penggugat (yang menang) mengajukan permohonan eksekusi 

kepada ketua pengadilan agama. 

2. Ketua pengadilan agama memerintahkan kepada juru sita atau juru sita 

pengganti untuk memanggil teregugat (yang kalah) untuk diberi 

peringatan (teguran) agar melaksanakan isi putusan secara sukarela. 

3. Ann maning (teguran) dilaksanakan dalam sidang insidentil oleh ketua 

pengadilan didampingi panitera siding dan dihadiri oleh tergugat (yang 

kalah). 

4. Ann maning (teguran) supaya tergugat (yang kalah) melaksanakan 

putusan dalam waktu 8 hari sejak dilaksanakan ann maning (teguran) 

tersebut. 
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5. Ann maning (teguran) dibuat berita acara ann maning bahwa ann 

maning telah dilaksanakan. 

6. Apabila dalam waktu 8 hari ternyata tergugat (yang kalah) mau 

melaksanakan putusan hakim, maka ketua pengadilan agama 

mengeluarkan penetapan yang isinya perintah kepada juru sita atau 

juru sita pengganti untuk melaksanakan eksekusi.
40
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 BAB III  

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah dan Perkembangan PT. BPRS Muamalat HarkatKecamatan 

Sukaraja 

Pendirian Bank Muamalat Harkat Sukaraja Bengkulu dimulai sejak 

tahun 1994, dimana tahun tersebut merupakan tahap awal pendirian Bank 

Syari‟ah secara nasional. Beberapa BPRS telah berdiridi pulau Jawa dan 

Bank Umum Syari‟ah pertama yang sudah beroperasi tahun 1992.
41

 

PT. BPRS Muamlat Harkat didirikan oleh Drs. H.A Razie Jachya, 

modal dasar Bank Muamalat Harkat pada saat pendirian tahun 1993 

ditetapkan sebesar 3 Milyar dengan jumlah pemegang saham lebih dari 10 

orang. Proses pendirian Bank Muamalat Harkat cukuo lama dengan beberapa 

kali perubahan akte RI bernomor: No. C2- 7152 HT.01.01 tahun 1995, 

tanggal 8 Juni 1995 Berita Negara RI No. 6381, tanggal 15 Agustus 1995 

pertama No. 11 tanggal 15 November 1995 dngan Notaris Z ulkifli Wildan, 

SH dan akte kedua dengan No. 41 tanggal 13 Maret 2009. Selain akte 

pendirian akte juga dikuatkan dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM 

dan keputusan kedua No. AHU-54624.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 11 

November 2009. Setelah ada izin pendirian setahun kemudian barulah keluar 

Nomor Izin Prinsip S-171/MK.17/1994. Dan dua tahun kemudian izin operasi 

dengan Nomor. Kep.007/AN.17/1996 tanggal 8 Januari 1996. Namun baru 
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dapat beroperasi pada tanggal 22 Januari 1996. Setelah seluruh perlengkapan 

dinyatakan lengkap pada tanggal 3 Februari 1996 Bank Muamalat diresmikan 

oleh Wakil Gubernur Bengkulu. 

PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja sejak tahun 2000 

terus memperoleh laba dan mendapat predikat sehat dari Bank Indonesia 

Bengkulu. Tidak hanya itu perkembangan Bank Muamalat Harkat diikuti 

dengan mendirikan kantor kas dibeberapa tempat yang strategis dalam 

mengembangkan ekonomi dengan prinsip syari‟ah antara lain kantor kas 

Pagar Dewa,  Masjid Raya Baitul Izzah di Kota Bengkulu, dan Bengkulu 

Utara serta pihak Bank tetap akan mengembangkan ekspansi pembiayaan 

diwilayah lain sebagai wujud dalam mengembangkan sistem ekonomi islam. 

Memperhatikan perkembangan PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 

yang demikian pesat dan dengan adanya otonomi daerah, perbankan syari‟ah 

turut serta dalam melakukan upaya pemberdayaan daerah, hal ini dilaukan 

dengan cara menghimpun dana dari daerah. Selain iru simpanan nasabah 

aman dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS), serta Bank 

terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bank Muamalat Harkat Bengkulu melakukan 

pemetaan terhadap daerah-daerah yang potensial. Kecamatan Sukaraja 

merupakan salah satu daerah yang menjamin pilihan Bank Muamalat Harkat 

Bengkulu dalam beragama menunjang pembangunan ekonomi umat islam, 

serta masyarakat yang beragama non muslim, terutama upaya peningkatan 

peranan usaha kecil. 
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B. Visi dan Misi PT. BPRSMuamalat Harkat KecamatanSukaraja 

a. Visi 

 PT. BPRSMuamalat Harkat Bengkulu mempunyai Visi sebagai 

berikut: 

1. “Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari‟ah terbaik di Provinsi 

Bengkulu”. 

2. Menjadi pemain dominan diemotional/etchialmarket. 

3. Menjadi pemain yang dikagumi direlational market.
42

 

b. Misi 

 PT. BPRSMuamalat Harkat Bengkulu mempunyai Misi sebagai 

berikut: 

1. Turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi umat 

islam, terutama upaya peningkatan peranan usaha kecil. 

2. Sebagai kata lisator pengembangan lembaga-lembaga keuangan 

syari‟ah di provinsi Bengkulu. 

3. Memberikan keuntungan yang wajar kepada para pemegang 

saham. 

4. Mengusahakan pertumbuhan perusahaan yang optimal. 

5. Meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan kerja untuk 

kesejahteraan masyarakat, stake holder dan seluruh karyawan. 
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C. Kepengurusan PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 

Pengurus Bank Muamalat Harkat terdiri dari cendikiawan,  Ulama dan 

Bankir sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan 

kepercayaan nasabah, karena dikelola secara profesional.
43

 

Gambar 3.1 

Struktur kepengurusan PT. BPRSMuamalat Harkat Sukaraja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dewan Komisaris 

Komisaris Utama  : Drs. H.A. Razie Jachya 

Komisaris   : H. Zulkarnain Hazairin, S.H 

    : Drs. H. Musair Danis, M.S 

b. Dewan Pengawas Syariah 

Ketua    : H.M. Djupri, M.Si 

Anggota    : Drs. H. Iskandar Ramis, Sip., M.Si 
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c. Direksi  

Direktur Utama   : Dharma Setiawan, S.E., M.Esy 

Direktur    : Deri Haspriyanti, S.E. 

 

D. Struktur Organisasi PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 

Gambar 3.2 

Struktur Organisasi PT. BPRSMuamalat Harkat Sukaraja
44
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E. Produk PT. BPRS Muamalat Harkat 

a. Produk Penghimpunan Dana 

 Produk pemghimpunan dana memperoleh simpanan dana 

masyarakat yang aman dan sesuai syari‟ah. Diperuntukkan bagi 

perorangan maupun Badan Hukum. Selain diberikan bagi hasil/bonus 

yang kompetitif, simpanan ini juga dijamin oleh Lembaga Penjaminan 

Simpanan (LPS) sehingga nasabah akan merasa nyaman, aman dan 

tenang menyimpan uangnya di Bank Muamalat Harkat.
45

 

1) Tabungan Wadiah 

a. Tabungan Wadiah merupakan titipan nasabah yang bisa diambil 

sewaktu-waktu, tidak dikenakan biaya administrasi dan dapat 

diberikan bonus oleh Bank. 

b. Tabunganku, merupakan tabungan untuk umum, tabungan ini 

tidak dikenakan biaya administrasi, syarat tabunganku setoran 

awal hanya Rp. 20.000,- nasabah bisa mendapatkan bonus bila 

saldo rata-rata tabunganku minimal Rp. 500.000,- perbulan. 

2) Tabungan Mudharabah 

Simpanan dengan prinsip mudharabah ada 2 macam: 

a. Tabungan/simpanan dengan prinsip mudhrabahmutlaqoh: bahwa 

nasabah (shohibul maal) membebaskan kepada siapa 

tabungan/simpanan tersebut akan disalurka, dan tanpa syarat-

syarat tertentu. 
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b. Tabungan/simpanan Mudharabah Muqayadah : bahwa nasabah 

(shohibul maal) menyatakan kepada siapa simpanan tersebut akan 

disalurkan. 

Tabungan mudharabah mutlaqoh di Bank Muamalat Harkat 

Bengkulu ada beberapa yaitu: 

3) Tabungan Muamalat Umum 

Tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum baik 

 perorangan maupun lembaga yang pengambilannya dapat 

dilakukan setiap hari (jam kerja), setoran awal Rp. 100.000,- nasabah 

sudah bisa mendapatkan bagi hasil perbulan, tabungan ini dikenakan 

biaya administrasi Rp. 500,- perbulan. Pada tabungan ini masyarakat 

tidak perlu khawatir pada tabungannya akan berkurang, karena bagi 

hasil yang diterima nasabah dapat menutupi biaya administrasi 

perbulan, jika tabungannya kurang lebih Rp. 500.000,-. 

4) Tabungan Siswa Muamalat 

Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar siswa mulai dari 

siswa TK sampai SLTA. Tabungan in i tidak dikenakan biaya 

administrasi perbulan, tapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil 

perbulan. Adapun persyartan tabungan siswa: 

(a)Fotokopi kartu pelajar, (b) Setoran minimal Rp. 5.000,-, (c) 

Saldo mencapai Rp. 25.000,- (buku tabungan akan diterbitkan), 

(d) Setoran selanjutnya minimal Rp. 2.000,- (akan mendapatkan 

bagi hasil). 
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5) Tabungan Haji dan Qurban 

Tabungan yang diperuntukkan bagi yang mempunyai niat untuk 

naik haji dan ibadah qurban. Persyaratan tabungan muamalat umum, 

haji dan qurban: 

(a) Fotokopi KTP, (b) Setoran awal minimal Rp. 100.000,- 

setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-  (c) Penyetoran dan 

pengambilan dapat dilakukan setiap jam kerja dikantor bank, 

slip dinyatakan sah apabila telah dibubuhi stempel teller 

validasi. (d) Setiap pengambilan simpanan amanah harus 

menggunakan slip pengambilan yang telah disediakan oleh 

bank. (e) Saldo yang tersisa pada setiap penarikan dana minimal 

Rp. 10.000,- 

6) Deposito Mudharabah 

Deposito Mudharabah merupakan simpanan berjangka dengan 

sistem bagi hasil yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan 

hukum. Bank akan mengelola rupiah deposito anda secara syari‟ah 

sehingga keuntungan yang didapatkan nasabah akan maksimal. 

Jangka waktu investasi dapat dipilih 1, 3, 6, 12 bulan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan disepakati. Bagi hasil ditentukan dengan 

porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah (shahibul maal) 

dengan bank (mudharib) dan memungkinkan nasabah untuk 

memperoleh keuntngan yang lebih besar dibandingkan dengan suku 

bunga deposito pada bank umum dan yang pasti nasabah tidak perlu 
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khawatir uangnya akan hilang karena dana di PT. BPRS Muamalat 

Harkat dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). 

Adapun persyaratan deposito: 

(a) Fotokopi KTP, (b) Fotokopi pengurus (untuk 

Perusahaan/Badan Hukum dan Koperasi), (c) Fotokopi perizinan 

usaha permohonan yang masih berlaku (NPWP, TDP, SIUP, 

SITU dan Surat Izin Lainnya), (d) Setoran awal Rp. 500.000,- 

atau kelipatannya. 

b. Produk Pembiayaan 

 Bank Muamalat Harkat juga menyediakan layanan pembiayaan 

untuk  modal kerja, investasi dan konsumtif yang dikelola secara syari‟ah 

sehingga lebih mudah, fleksibel dan lebih menentramkan karena terbebas 

dari penetapan bunga.
46

 

Adapun keunggulan produk pembiayaan: 

(1) Rasa tentram, karena dengan pembiayaan syariah terhindar dari 

transaksi yang ribawi, (2) Rasa aman, karena prinsip syari‟ah akan 

memberikan pembiayaan yang adil, (3) Rasa tenang, karena tidak ada 

beban bunga yang ditetapkan di depan. 

Produk pembiayaan antara lain: 

1). Pembiayaan Murabahah 

Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual 

beli, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk pembelian barang 
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atau aset berwujud. Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai 

dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah 

yang membutuhkan tambahan aset namun kekurangan dana untuk 

membelinya secara tunai.  

Pada Bank Muamalat Harkat ini terdapat berbagai jenis 

pembiayaan baik guna modal usaha mauoun penambahan aset yang 

diperuntukkan untuk diri sendiri. Disini pada pembiayaan murabahah 

guna modal usaha terbagi atas 2 yaitu guna modal usaha mikro dan 

guna modal usaha makro. Pembiayaan guna modal usaha mikro pada 

PT. BPRS Muamalat Harkat ini dijalankan dengan cara memberikan 

sejumlah dana yang dibutuhkan nasabah guna penambahan modal 

usaha, jumlah pendanaan pada modal usaha mikropun terbilang cukup 

kecil berkisar Rp. 2.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sesuai 

yang dibutuhkan nasabah) dengan masa cicilan 2 sampai 10 bulan. 

Pada pembiayaan modal usaha mikro ini memiliki proses pembelian 

barang/bahan yang dibutuhkan nasabah untuk usahanya sesuai dengan 

yang diinginkan nasabah, baik dengan cara bank yang membelikan 

ataupun si nasabah yang membeli sendiri dengan catatan adanya bukti 

transaksi pembelanjaan berupa kwitansi. Sehingga pihak bank hanya 

memberikan sejumlah dana saja yang dibutuhkan nasabah sesuai 

dengan penagjuan pembiayaan yang sudah diterima oleg bank. 

Berbeda dengan modal usaha makro yang dapat berupa pembiayaan 
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dalam pembelian barang dan pendanaan modal cukup besar guna 

usaha itu sendiri. 

2). Pembiayaan Musyarakah 

Pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan dengan 

prinsip bagi hasil. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang telah 

memiliki usaha dan bermaksud mengembangkan namun masih 

kekurangan dana. 

c. Jasa Lainnya 

Bank Muamalat Harkat juga melayani beberapa jasa, yaitu:1) Transer 

kesemua Bank tujuan, 2) Pembayaran Rekening Listrik, 3) Pembayaran 

Rekening Telpon, 4) Pembayaran Air PDAM, 5) Pembayaran Speedy 

Instan, 6) Pembayaran Tv Berlangganan, 7) Pembayaran Angsuran Kredit 

Motor, 8) Dan Lain-lain.
47

 

d. Strategi dan Kebijakan Manajemen 

1) Strategi 

Dalam usaha mencapai visi dan misi perusahaan terutama untuk 

mendapatakan keuntungan yang optimal pada tahun 2013 maka 

strategi yang dilakukan antara lain: 

a). Memperluas daerah penyaluran pembiayaan/mencari potensi 

pasar baru, antara lain di daerah kabupaten Bengkulu Selatan, b) 

Memperkuat manajemen resiko, c) Mengembangkan penggunaaan 

teknologi informasi, d) Memperkuat pengelolaan sumber daya 
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insani, e) Kerjasama dengan Bank Umum Syari‟ah dengan prinsip 

saling menguntungkan. 

2) Kebijakan Manajemen  

  Dalam rangka mencapai tujuan Bank, kebijakan yang 

ditetapkan antara lain: 

a). Permodalan yang mencukupi, b) Teknologi informasi yang 

memadai, c) Prinsip kehati-hatian (Prudent Banking), d) Sumber 

daya manusia yang profesional dan berkualitas. 

3) Identifikasi Risiko 

Dalam rangka mencapai tujuan Bank terutama untuk 

mendapatkan keuntungan yang optimal dengan melihat semakin 

berkembangnya situasi eksternal dan internal maka risiko yang 

dihadapi makin kompleks. Untuk itu Bank tetap menerapkan 

manajemen resikodalam menghadapi perkembangan eksternal dan 

internal. Dengan tujuan agar resikodapat dikelola sehingga dapat 

dikendalikan pada batas yang dapat diterima dan menguntungkan 

Bank. Adapun resiko-resiko yang menjadi perhatian manajemen saat 

ini antara lain, risiko, kredit, resiko likiuditas dan resiko kepatuhan. 

Resiko kredit merupakan resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam 

proses pengembalian dana yang disalurkan kepada nasabah. 

Resiko likuiditas adalah resiko yang dihadapi bank ketika 

terjadi penarikan tabungan dan deposito yang diluar kebiasaan oeh 

nasabah sehingga bank akan mengalami kekurangan uang kas. 
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Resiko kepatuhan adalah resiko yang dihadapi bank atas pemenuhan 

peraturan perundang-undangan baik perbankan maupun yang 

lainnya. 

4) Pengendalian Resiko 

Dalam melakukan pengendalian resiko tersebut Bank telah 

mempunyai aturan, prosedur dan limit pemutusan atau wewenang 

pejabat tertentu dalam memutus pembiayaan yang diberikan. Saat ini 

Direksi diberikan wewenang untuk memutus pembiayaan maksimal 

sebesar sesuai dengan PBI tentang Batas Maksimum Pemberian 

Kredit (BMPK). Bank juga telah membuat tugas dan tanggung jawab 

masing-masing pejabat dan staf dalam menghadapi resiko-resiko 

yang mungkin timbul. 

a. Resiko kredit dapat dikendalikan antara lain: 

(1) Dalam analisa kelayakan usaha harus lebih hati-hati, (2) 

Melakukan restrukturisasi untuk pembiayaan yang bermasalah, 

(3) Melakukan pembinaan kepada nasabah, (4) Peningkatan 

frekuensi penagihan kepada nasabah yang menunggak. 

b. Resiko likuiditas dapat dikendalikan dengan cara: 

(1) Memperhatikan profil nasabah, (2) Diupayakan jumlah 

nominal tabungan dan deposito jmlahnya merata, artinya jangan 

sampai ada jumlah nominal yang besar untuk beberapa orang 

nasabah saja, (3) Menjaga agar resiko likuiditas minimal 20%. 
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 c.    Risiko kepatuhan dapat dikendalikan dengan cara: 

(1) Mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan 

peraturan yang berlaku, (2) Memenuhi dan mematuhi 

ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan peraturan-

eraturan yang berlaku, (3) Selalu memantau perubahan-

perubahan atas peeaturan-peraturan yang berlaku. 

e. Manajemen 

1).   Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi dipimpin oleh 2 orang Direksi, 2 orang 

Pemimpin Cabang dan 2 orang kepala bagian serta 1 kepala 

kantor kas 

2).   PT BPRS Muamalat Harkat Aktivitas Utama 

 Bidang usaha utama Bank Muamalat Harkat adalah 

menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dengan 

sistem syariah. 

3).   Teknologi Informasi 

 Sampai saat ini Bank Muamalat Harka telah mempunyai 

teknologi informasi dengan sistem komputerisasi LAN. Sistem 

aplikasinya adalah Madani Microbanking System (MMS). 

Aplikasi system komputerisasi ini dibuat oleh PT. Permodalan 

Nasional Madani (PNM). 
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4).   Realisasi Imbalan Bagi Hasil Deposito 

Produk deposito terdiri dari deposito dengan jangka waktu 1 

bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Adapun nisbah 

bagi hasilnya mulai dari 45 : 55 sampai dengan 30 : 70. 

5).   Perkembangan dan Target Pasar 

 Pada tahun 2012 telah dilakukan ekspansi penyaluran-

penyaluran dana ke daerah Bengkulu Selatan. Dengan potensi 

pasar yang cukup besar di Bengkulu Selatan, maka pada tahun 

2013 telah dibuka kantor cabang di kota Manna. 

6).   Jaringan Kerja dan Mitra Usaha 

Dalam melakukan ekspansi pembiayaan Bank melakukan kerja 

sama dengan Mandor PT. Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha 

Ketahun untuk penyaluran dana kepada karyawan PTPN VII 

UU Ketahun. 

7).   Kantor 

Bank Muamalat Harkat saat ini memiliki 4 (empat) kantor, 

yaitu: 

a. Kantor Pusat di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, b) 

Kantor Cabang ada 2 yaitu: Kantor Cabang di Ketahun dan 

Manna, c) Kantor kas di Pagar Dewa Kota Bengkulu, d) Kantor 

Pelayanan di kompleks Masjid Raya Baitul Izzah kota 

Bengkulu. 
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8).   Kelompok Usaha 

Sampai akhirDesember 2012 Bank Muamalat Harkat tidak 

mempunyai kelompok usaha. 

 Sumber Daya Manusia (SDM). 

Jumlah karyawan BPRS Muamalat Harkat sampai 

dengan akhir November 2013 berjumlah 50 orang yang terdiri 

dari 28 orang berstatus pegawai tetap, 18 orang pegawai 

kontrak, 4 orang office boy dan jaga malam. Dilihat dari tingkat 

pendidikan 22 orang berpendidikan sarjana, 7 orang 

berpendidikan D3 dan 18 orang SLTA serta 1 orang SD. 

Dalam upaya peningkatan keahlian dan pengembangan 

SDM, BPRS Muamalat Harkat pada tahun 2013 

mengikutsertakan beberapa orang karyawan dalam pelatihan 

yang diselenggarakan oleh BI Bengkulu dan Forum Komunikasi 

BPR se Propinsi Bengkulu serta ASBISINDO. 
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     BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Kategori Nasabah Bermasalah pada Proses Pelelangan Jaminan 

Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak 

BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja, yaitu wawancara yang 

dilakukan kepada bapak Syapri, S.E. selaku kabag pembiayaan, mengenai 

pertanyaan kategori nasabah bermasalah, ia mengungkapkan bahwa: 

 “Kategori nasabah bermasalah disini ada 3, yaitu kurang lancar, 

diragukan dan macet. Dari ketiga kriteria tersebut yang paling banyak 

bermasalah adalah nasabah macet, yang mana tunggakan yang tidak 

bayarkan adalah selama 9 bulan atau lebih.”.
48

 

Selain kategori nasabah bermasalah tersebut, bapak Syapri, S.E. 

selaku kabag pemasaran PT. BPRS Muamalat Harkat, juga 

menyampaikan tentang pertimbangan yang mengkategorikan nasabah 

tersebut sebagai nasabah macet, kurang lancar, atau diragukan. Ia 

mengungkapkan bahwa: 

“Pertimbangan berdasarkan kategori:1) kurang lancar, tunggakan 

3 sampai 6 bulan, 2) diragukan, tunggakan 6-9 bulan, 3) macet, 

tunggakan 9 sampai dengan seterusnya”. Itu sudah ketentuan atau 

standartnya”.
49
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Hasil wawancara dengan bapak Syapri, S.E. tersebut diperkuat juga 

dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Kholifatul 

Amri, S.E. selaku Account Officer (AO) BPRS muamalat harkat 

kecamatan Sukaraja, ia mengatakan bahwa: 

“Ada beberapa hal yang menyebabkan kurang sanggupnya nasabah 

 dalam  membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada 

bank. Adapun penyebab terjadinya hal tersebut adalah sebagai 

berikut: 1) Nasabah kurang kompeten , 2) Nasabah lalai terhadap 

kewajiban, 3) Nasabah kurang memberikan waktu untuk usahanya, 

4) Nasabah tidak jujur, 5) Nasabah tidak amanah.
50

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ada 

beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidak sanggupan nasabah 

untuk melakukan pembayaran atas pinjaman yang dia peroleh. Kemudian 

bapak Kholifatul Amri selaku Account Officer (AO) dari BPRS Muamalat 

Harkat juga menambahkan bahwa ketidak sanggupan nasabah melakukan 

pembayaran juga dapat disebabkan oleh unsur kesengajaan. Berikut hasil 

wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak Kholifatul Amri. 

“Ketidakmampuan nasabah dalam membayar kewajibannya juga 

karena unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. 

1. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah 

1. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran 

angsuran kepada Bank, karena nasabah tidak memiliki 

kemauan dalam memenuhi kewajibannya. 

2. Nasabah melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana 

 yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki 

 dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi 

 kebutuhan modal kerja. 

3. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan 

menggunakan dana pembiayaan bermasalah tersebut tidak 

sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). 

Misalnya, dalam pengajuan pembiayaan bermasalah, 
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 disebutkan pembiayaan bermasalah untuk investasi, 

 ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan 

 bermasalah dicairkan, digunakan untuk modal kerja.
51

 

 

Selain itu, Bapak Kholifatul Amri juga mengatakan bahwa, ketidak 

mampuan nasabah melakukan pembayaran juga dapat disebabkan oleh 

unsur ketidaksengajaan. Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan. 

“Selain unsur kesengajaan, penyebab nasabah tidak mampu 

melakukan pembayaran juga dapat disebabkan oleh unsur ketidak 

sengajaan. Misalnya karena kemampuan perusahaan yang sangat 

terbatas, perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, perubahan 

kebijakan pemerintah, atau karena bencana alam”.
52

 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa ada 

beberapa unsur ketidak sengajaan yang dapat menyebabkan nasabah tidak 

sanggup melakukan pembayaran. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu : 

1. Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan 

tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas,  sehingga tidak 

dapat membayar angsuran. 

2. Perusahan tidak dapat bersaing dengan pasar,sehingga  volume 

penjualan menurun dan perusahaan rugi. 

3. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak 

pada usaha nasabah. 

4. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah. 

Bapak Kholifatul Amri juga menambahkan beberapa faktor yang 

dapat menyebabkan kondisi usaha keuangan nasabah menurun. Berikut 

hasil wawancara yang dilakukan penulis. 
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“Kondisi usaha keuangan nasabah dapat menurun karna pengaruh 

berbagai macam faktor ektern yang berada diluar kemampuan 

mereka untuk mengendalikannya. Selanjutnya, penurunan 

pendapatan akan mempengaruhi kemampuan nasabah membayar 

bunga atau melunasi pembiayaan bermasalah. Faktor ekstern 

pertama yang dapat mempengaruhi kondisi usaha nasabah adalah  

perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang  merugikan 

kegiatan bisnis perusahaan mereka. Bagi banyak perusahaan, 

dampak perkembangan ekonomi atau bidang  usaha mereka tidak 

menguntungkan adalah penurunan jumlah hasil penjualan barang 

atau jasa yang mereka usahakan.”
53

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak 

BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja, yaitu wawancara yang 

dilakukan kepada mengenai pertanyaan, ia Selain tentang Nasabah 

bermasalah dan faktor yang menyebabkan ketidak sanggupan nasabah 

melakukan pembayaran, penulis juga melakukan wawancara mengenai 

jumlah presentase nasabah bermasalah pada PT. BPRS Muamalat Harkat. 

bapak Kholivatur Amir, S.E. selaku Account Oficer (AO) mengungkapkan 

bahwa ada 13% nasabah bermasalah dari seluruh jumlah nasabah. Berikut 

hasil wawancara yang dilakukan penulis. 

“Jumlah presentase nasabah bermasalah di sini sekitar kurang lebih 

13% dari jumlah keseluruhan nasabah, nasabah kita 5 tahun terakhir 

sekitar 4.700, jadi kalau dikalkulasikan, jumlah nasabah bermasalah 

sekitar 611 nasabah”.
54

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak 

BPRS Muamalat Harkat, dapat diketahui bahwa kategori nasabah 

bermasalah yaitu ada tiga (3): kurang lancar, diragukan, dan macet. Serta 
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yang menjadi bahan pertimbangan PT. BPRS Muamalat Harkat adalah 

kemampuan Nasabah dalam memenuhi kewajibannya dalam hal ini 

melakukan pembayaran terhadap pembiayaan yang dilakukannya, yang 

telah disetujui dan disepakati bersama dalam akad. 

2. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BPRS Muamalat 

Harkat kecamatan Sukaraja terhadap Nasabah Bermasalah 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak 

BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja, yaitu wawancara yang 

dilakukan kepada bapak Syapri, S.E. selaku kabag pemasaran, mengenai 

pertanyaan apa ada cara lain penyelesaian nasabah bermasalah PT. BPRS 

Muamalat Harkat selain melalui pengadilan atau pelelangan, ia 

mengungkapkan bahwa: 

“Upaya sudah maksimal, pemeriksaan atau pengkajian ulang. 

Petugas Bank mendatanya lagi, ditanya sumber permasalahannya itu 

apa, jadi kita bisa melihat, bisa jadi karena kondisi keuangan. 

Kadang-kadang orang yang mampu nggak mau bayar ada, tapi kalo 

dia punya keinginan untuk bayar tapi kemampuannya menurun kita 

tawari dulu untuk resto (penawaran perpanjangan jangka waktu). 

Contoh peminjaman 50 juta dalam kurun waktu 5 tahun, terus 

angsuran 1.3 juta tapi karena kondisi keuangannya menurun, 

kewajiban meningkat, kemampuan jdi berkurang. kalau memang 

masih rutin bisa bayar berapa kesanggupannya per bulan sisa 

pinjaman yang ada keta perpanjang dengan waktu disesuaikan 

kesanggupan dia tadi, jangka waktu tambah panjang angsuran kecil 

itu salah satu upaya pihak Bank sebelum ke pengadilan. Kalau 

memang dengan cara seperti itu nasabahnya tetap tidak bisa 

membayar, pihak Bank umpama tidak ada solusi lain mungkin 

penyelesaiannya sampai ke jaminan. Jika jaminan memang harus 

dijual pihak Bnak menawarkan ke nasabah apakah mau menjual 

sendiri barang jaminan lalu disetor ke kantor uangnya atau mencari 

pembeli sama-sama atau juga minta bantuan keluarga yang lain. 

Terus ada juga dia bayar nggak mau, jual barang jaminan nggak 

mau, itulah salah satu orang yang kita proses ke pengadilan. Siapa 

tau nantikan dengan arahan dari pihak ke-3 (pihak Bank) nasabah 
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terbuka hatinya. Kalau dia tetap tidak ada kesanggupan untuk ke 

depan ya kita lakukan proses lelang itu dan proses lelang biasanya 

kalau udah nunggak (jatuh tempo) 2-3 tahun, jika perpanjangan 

sudah tapi tidak bayar juga, pengadilan sudah tapi juga tidak mau, 

jadi orang-orang seperti itu yang di proses di pengadilan”.
55

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak 

BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja, yaitu wawancara yang 

dilakukan kepada bapak Syapri, S.E. selaku kabag pemasaran, mengenai 

pertanyaan apa kendala yang dihadapi oleh PT. BPRS Muamalat Harkat 

dalam melakukan proses pelelangan atau proses pengadilan terhadap 

nasabah bermasalah, ia mengungkapkan bahwa: 

“Kalau disini rata-rata itu kan jaminan yang digadai ada yang 

kebun, rumah kalo khusus untuk rumah dilingkungan pedesaan 

agak rumitnya itu rata-rata dilingkungan dia masih keluarga. 

Kalaupun masih keluarga biasanya orang lain yang baru masuk 

katakanlah ada ancaman atau intimidasi agar orang itu tidak 

nyaman membeli barang gadai berupa rumah atau kebun. Jadi 

pembeli berfikir kalau beli rumah nggak untuk apa, sehingga minat 

pembeli kan kurang. Kalau di daerah perkantoran ini katakanlah 

jenis anacama seperti itu kurang, tapi dulu pernah kejadian di kota 

madya daerah padang kemiling, sukaramai tahun 2009. Tapi itu 

tidak melalui pengadilan, itu langsung di daftarkan ke KPKNL  

kebetulan peminatnya ada. Seharusnya begini kalau kita daftarkan 

ke KPKNL diumumkan di media massa, biaya pengumuman itu 

sekali terbit 6 juta dan itu yang naggung pihak Bank sementara itu 

belum ada peminat, jadi selain dari segi  biaya yang dikeluarkan 

cukup besar peminatnya juga belum tentu ada. kalau nggak selesai 

satu kali lelang, dua kali lelang otomatis biaya lagi. Jadi 1,2,3 

lelang itu belum tentu laku, sementara setiap kali lelang kita 

mengeluarkan biaya paling tidak untuk promosi diwajibkan 

diterbitkan di surat kabar minimal lokal halaman yang ditentukan 

itu biasanya di rinci, sekitar 6 juta biasanya pengumumannya di 

halaman 3”.
56
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Kendala yang dihadapi, diantaranya sulitnya cari pembeli 

sedangkan jangkauan BPRS ini kan di dsa-desa jaminan yang 

menguasai lingkungannya ya itu. 
57

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak 

BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja, yaitu wawancara yang 

dilakukan kepada bapak Syapri, S.E. selaku kabag pemasaran, mengenai 

pertanyaan Apakah selama ini sudah ada nasabah bermasalah yang sudah 

dapat diselesaikan melalui proses pelelangan atau pengadilan, ia 

mengungkapkan bahwa: 

“sudah banyak, karena lelang sebenarnya adalah cara yang efektif, 

dengan lelang kami mencari bagaimana caranya agar kedua pihak tidak 

ada yang dirugikan, tapi ada juga yang dengan cara ritro (perpanjangan 

waktu) pelunasan margin”.
58

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka dapat dikatakan  

bahwa sebenarnya lelang adalah cara untuk menyelesaikan nasabah 

bermasalah.Akan tetapi tingkat keberhasilan lelang tersebut masih belum 

sesuai dengan apa yang yang di inginkan, ia mengungkapkan bahwa: 

“Tingkat keberhasilan penyelesaian belum terlalu maksimal 

presentase yang diinginkan, tapi kebanyakan penyelesaiannya pokoknya 

abis margin masih banyak di bonuskan kaya gitu. Tingkat keberhasilan 

kalau dari berkas masuk sekitar 80%”.
59

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak 

BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja, dapat diketahui bahwa 
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penyelesaian yang dilakukan PT. BPRS Muamalat Harkat terhadap 

nasabah bermasalah, yaitu dengan cara pihak Bank melakukan 

pemanggilan kepada nasabah agar dapat melakukan musyawarah terhadap 

tunggakan yang dilakukan oleh pihak nasabah guna mendapatkan titik 

temu terhadap masalah tersebut, apabila nasabah tidak mengindahkan surat 

peringatan tersebut, maka dengan terpaksa pihak Bank  harus menempuh 

jalur hukum, dalam hal ini Pengadilan Agama. 

Selain menanyakan kepada pihak BPRS Muamalat Harkat 

Sukaraja, penulis juga melakukan wawancara kepada nasabah bermasalah 

BPRS Muamalat Harkat terkait penyelesaian yang dilakukan pihak BPRS 

sebelum mangambil keputusan melelang barang jaminan. Berikut hasil 

wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Samsudin : 

“sebelumnya memang sudah di coba bermacam-macam cara mas 

biar bisa mngangsur atau membayar tagihan. sebelum itu ada 

negosiasi, ada juga perpanjangan angsuran agar iurannya kecil 

stelah itu ada surat peringatan 1 sampai dengan 3, tapi ya mau 

bagaimana lagi kalau belum bisa bayar mas, langkah terakhir ya 

harus di lelang.”60 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa 

sebelum mengambil keputusan untuk melelang barang jaminan, pihak 

BPRS sudah mengupayakan beberapa cara agar lelang barang jaminan 

dapat dihindari. Mulai dari negosiasi, memperpanjang angsuran, 

memberikan surat peringatan, dan beberapa cara lain. Artinya lelang 

adalah langkah terakhir yang diambil oleh pihak BPRS jika nasabah sudah 
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benar-benar tidak mampu melakukan pembayaran atau nasabah tidak 

memiliki itikat baik untuk menyelesaikan hutang yang dimilikinya. 

 

3. Proses Lelang Barang Jaminan yang Dilakukan oleh PT. BPRS 

Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak 

BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja, yaitu wawancara yang 

dilakukan kepada bapak Syapri, S.E. selaku kabag pemasaran, mengenai 

pertanyaan Bagaimana prosedur atau proses pengajuan pelelangan atau 

pengadilan nasabah bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat, ia 

mengungkapkan bahwa: 

“Awalnya dengan cara memberi SP (Surat Peringatan) 1, 2, 3. 

Kalau tidak ada respon juga, dilakukan penyelesaian dengan cara 

pemanggilan, diajak musyawarah di Bank, masih mau apa tidak, 

ada yang datang ada juga yang tidak datang. Bisa jadi di kasih 

pemberitahuan harus diselesaikan di pengadilan kalau tetap tidak 

merespon pihak Bnak bila permohonan eksekusi ke pihak 

pengadilan. Permohonan dibuat tergantung objek domisilinya 

nasabah. Bank dianggap pemohon eksekusi. Jika jaminan bukan 

milik nasabah termohon eksekusi 3 disebutnya, kalau jaminan 

sendiri cukup. Istri nasabah atau suami nasabah yang ke-2 yang 

punya jaminan yang ke-3 istri atau suami nasanh pemegang 

sertifikat, kalau sertifikat atas nama istrinya berarti suami termohon 

eksekusi 3”.
61

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak 

BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja tentang tahapan proses lelang 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemberian SP (Surat Peringatan) 1, 2, dan 3 yang masing-masing 

berjarak 15 hari kerja. 
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2. Pemberian Surat Panggilan kepada nasabah yang tidak memenuhi 

panggilan SP (Surat Peringatan) 1, 2, dan 3 yang berjarak 10 hari kerja 

setelah SP (Surat Peringatan) 3 dikeluarkan. 

3. Berkas naik ke Pengadilan Agama apabila nasabah tidak juga 

memenuhi Surat Panggilan. 

4. Lalu proses selanjutnya adalah menunggu panggilan proses sidang 

pertama yang berjarak 1 minggu dari sidang selanjutnya, dimana 

biasanya proses sidang dilakukan sebanyak 3 kali proses yaitu sidang 

1, 2 dan 3. 

5. Setelah mendapat hasil putusan dari Pengadilan Agama, jadwal proses 

eksekusi akan turun setelah 1 minggu sidang putusan. 

6. Nasabah akan diberikan waktu selama 3 bulan untuk menjual sendiri 

jaminan yang disita oleh pihak Bank, apabila selama waktu yang 

diberikan nasabah tidak mampu menjual jaminan yang disita tersebut 

maka pihak Pengadilan akan memasang iklan di media cetak maupun 

elektronik. Dimana pengiklanan tersebut biasanya hanya berlaku 

selama 1 bulan, jika jaminan yang disita belum terjual juga maka akan 

dilakukan pengiklanan kembali oleh pihak Pengadilan sampai terjual 

atau sampai pihak Bank tidak sanggup membayar biaya iklan 

tersebut.
62

 

Diperkuat juga dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

kepada pihak BPRS kecamatan Sukaraja, yaitu wawancara  yang 
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dilakukan kepada bapak Kholifatul Amri, S.E., selaku Account Officer 

(AO), ia mengatakan bahwa:
63

 

Dari jumlah nasabah yang sekian orang itu, ya kita prioritaskan 

penyelesaian melalui lelang ada posisi macet. Kalau kurang lancar 

itu masih pembinaan diselesaikan secara kekeluargaan tapi kalo 

macet sekarang itu prosesnya  ke pengadilan agama dengan harapan 

 penyelesaiannya ada yang selesai satu sampai tiga ada yang sampai 

eksekusi agunan (jaminan) kalo  yang sekarang ke lelang belum 

 kalo dijadikan udah lama dulu pernah tapi kita tidak melalui 

pengadilan agama tahun 2009, tapi langsung ke KPKNL, 

masalahnya ini semua jaminan di kita ini kalau memang lakunya di 

atas 20 juta peningkatannyakan? Dan harta kemarinkan pada 

prinsipnya enggak mesti ke pengadilan lagi tapi kita ini masih 

menginginkan siapa tau dengan melalui pengadilan ada solusi 

supaya tidak sampai ke lelang, kira-kira seperti itu. Tapi sekarang 

ya kita jalani itu semua nasabah bermasalah kita proseskan ke 

pengadilan agama  penyelesaiannya ada yang sampai satu, ada 

yang satu dua tiga selesai ada yang sampai sita eksekusi. Kalau 

lelang ini kendalanya memang kita bisa mencari pembeli itu enak 

bisa kita masuk ke KPKNL Cuma prosesnya katakanlah untuk 

legalitas itu biasanya di risalah lelang kalau kita langsung ke lelang 

mencari pembelinya yang sulit makanya kita upayakan 

penyelesaiannya, karena kita merasa kesulitan mencari pembeli. 

Melalui pengadilan siapa tau nanti dari peringatan 1,2,3 itu ada 

penyelesaiannya, kalau bisa gak usah sampai ke lelang”.
64

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak 

BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja, yaitu wawancara yang 

dilakukan kepada bapak Syapri, S.E. selaku kabag pemasaran, mengenai 

pertanyaan “Bagaimana pembebanan biaya-biaya proses pelelangan 

nasabah di PT. BPRS Muamalat Harkat?”, ia mengungkapkan bahwa: 

“Pembebanan sebenarnya kalau dari akad awal di bebankan ke 

nasabah, tapi dalam realita pihak Bank yang menanggung. Karena 

giman kalau kita lelang jual jaminan akhir dimuka umum dapat 

harga lebih tinggi dari kewajiban bisa kita perhitungkan tapi 

kenyataanna belum melelang sampai laku. Jangankan biaya lelang, 
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kita minta marginnyapun kadang kita bonuskan. Kalau mau ngikut 

tingkat kepuasan sebenarnya ya mungkin masih kurang ya, tapi 

kalo dari segi tingkat penyelesaiannya memang selesai tapu 

selesainya seperti itu, kurang maksimal kana biaya-biaya masih di 

tanggung pihak Bank. Yang kedua kebanyakan ngasih bonus 

margin, kewajiban mereka ini katakanlah masih diatas minus 

diperjanjian kita ada pokok ada marginnya. Misal okok 15 juta 

margin 7 juta, dia ada uang 16-17 juta itu bisa lunas, seharusnya 

kewajiban dia masih ada beberapa juta kan, tapi kadang ada 

kelebihan 500-1 juta dari pokok aja bisa lunas dari pada nggak 

selesai”.
65

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak 

BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja, dapat diketahui bahwa 

prosedur lelang barang jaminan yaitu dengan cara yang pertama dengan 

melakukan pemanggilan dengan memberikan surat peringatan (SP) 1,2,3 

ke pihak nasabah untuk dilakukannya proses mediasi atau musyawarah, 

apabila tidak mengindahkan pemanggilan tersebut maka proses 

selanjutnya dilakukanlah proses lelang terhadap barang jaminan tersebut 

dengan cara menaikkan berkas kepengadilan Agama, selanjutnya 

pengadilan agama yang akan memproses lelang barang jaminan tersebut. 

Selain kepada pihak bank, Peneliti juga melakukan wawancara 

kepada Ali Bahmada, nasabah bermasalah dari BPRS Muamalat Harkat 

terkait apakah prosedur pelelangan barang jaminan yang lakukan pihak 

bank sudah sesuai atau tidak. Berikut hasil wawancara yang penulis 

lakukan kepada Ali Bahmada selaku nasabah bermasalah BPRS Muamalah 

Harkat Sukaraja. 

“kalau ditanya masalah sesuai prosedur atau tidak, yang pasti sudah 

sesuai prosedur mas, karena memang pihak kami yang tidak 
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mampu membayar tagihan. Lagian memang sudah ada akad 

sebelumya mas untuk masalah barang jaminan. Jadi kalau barang 

jaminan kami dilelang, itu sudah menjalankan prosedur yang 

berlaku. Sebelumnya memang sudah dilakukan beberapa cara lain 

untuk menyelesaikan masalah ini, tapi mungkin ini adalah cara 

terakhir ya mau bagaimana lagi mas.”66 

 

Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kebada 

bapak Samsudin, sebagai  nasabah bermasalah PT. BPRS Muamalat 

Harkat Sukaraja, ia mengatakan bahwa prosedur yang dilakukan oleh 

pihak bank sudah sesuai. Akan tetapi nasabah tetap mengeluh akan 

keputusan tersebut karena pihak nasabah tidak rela jika barang 

jamianannya di eksekusi. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan 

penulis kepada nasabah bermasalah. 

“sebenarnya proses pelelangan atau prosedur yang dilakukan pihak 

bank sudah sesuai dengan bagaimana seharusnya, mereka sudah 

memberikan surat peringatan dari sp 1 sampai sp 3, tapi ya namanya 

manusia mas, sebenarnya say ya tidak rela kalau barang jaminan 

saya di sita, karena beberapa tahun kedepan pasti harganya sudah 

jauh lebih mahal. Tapi ya mau bagaimana lagi kalau memang belum 

mampu bayar mas”67 

 

4. Usaha PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja dalam 

Mengatasi Resiko Barang Jaminan 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak 

BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja, yaitu wawancara yang 

dilakukan kepada bapak Syapri, S.E. selaku Account Officer (AO), ia 

mengungkapkan bahwa: 

“usaha yang kami lakukan dalam mengatasi resiko barang jaminan 

yaitu: pertama, menilai ulang objek jaminan atau memperkirakan 
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jaminan ini laku dijual apa tidak dan mencari pembeli sebelum 

masuk ke tahap pelelangan. Yang kedua, dengan menyishkan aktiva 

produktif untuk menutupi kerugian pembiayaan aktiva produktif ini 

akan menjadi keuntungan apabila jaminan tersebut laku, namun akan 

mengalami kerugian apabila tidak laku, tetapi untuk neraca laporan 

keuangan akan membentuk kesehatan Bank”
68

 

 

Diperkuat juga dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

kepada pihak BPRS kecamatan Sukaraja, yaitu wawancara  yang 

dilakukan kepada bapak Kholifatul Amri, S.E., selaku Account Officer 

(AO), ia mengatakan bahwa: 

“ Berdasarkan penilaian agunan agunan itukan merupakan salah satu 

unsur dalam analisis pembiayaan, oleh karena itu barang-barang 

yang diserahkan nasabahkepada PT. BPRS Muamalat Harkat 

Kecamatan Sukaraja harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis 

pembiayaan.PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja akan 

berhati-hati dalam menilai harga agunan tersebutkarena harga yang 

dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang 

sesungguhnya (harga pasar pada saat itu),dengan kata lain, nasabah 

kadang-kadang menaksir barang-barangyang diagunkannya di atas 

harga yang sesungguhnya (over value). Dan Penilaian yang terlalu 

tinggi bisa berakibat PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan 

Sukaraja berada pada posisiyang lemah. Jika likuidasi/penjualan 

barang agunan tidak dapatdihindarkan, keadaan tersebut dapat 

membawa PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja kepada 

kerugiankarena hasil penjualan agunan tersebut biasanya akan lebih 

rendahdaripada harga semula (pada saat diberikan) maupun harga 

pasar padasaat agunan akan dijual, sehingga tidak dapat menutupi 

kewajibannasabah. a). Limit pembiayaan dan petugas penilai agunan 

adalah sebagai berikut: (1). Penilaian agunan untuk pembiayaan 

dengan limit s.d Rp100.000.000,- dapat dilakukan oleh penilai 

internal/FinancingOperation Center (FOC). (2) Penilaian agunan 

untuk pembiayaan dengan limit >Rp100.000.000,-, dilakukan oleh 

penilai eksternal. Apabila terdapat perbedaan hasil penilaian agunan 

antara penilai internaldan penilai eksternal, Bank menggunakan nilai 

yang terendah. b). FOC wajib melakukan verifikasi atas semua 

penilaian agunan oleh penilai eksternal. c). Batasan Rp100.000.000,- 

(seratus juta rupiah)diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang 

diberikan kepadanasabah atau grup nasabah. Dengan demikian 
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apabila nasabahmengajukan permohonan penambahan fasilitas 

pembiayaan sehingga menjadi lebih dari Rp100.000.000,- maka 

kewajiban penggunaanpenilai eksternal rekanan bank hanya berlaku 

terhadap penambahan fasilitas pembiayaan tersebut. d). Khusus 

pembiayaan investasi nasabah maupun grup nasabah untuk 

pembelian barang baru yang dibiayai PT. BPRS Muamalat Harkat 

Kecamatan Sukaraja sampai dengan limit Rp100.000.000,- (Seratus 

juta rupiah), maka penilaian agunan cukupdilakukan oleh penilai 

internal.”
69

 

 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada pihak 

BPRS Muamalat Harkat kecamatan Sukaraja, dapat diketahui bahwa usaha 

yang dilakukan  PT. BPRS dalam mengatasi resiko barang jaminan adalah 

dengan menilai ulang objek atau barang jaminan serta mengkaji atau 

menaksir ulang harga barang jaminan tersebut. 

B. PEMBAHASAN 

1. Kategori Nasabah Bermasalah pada Proses Pelelangan Jaminan 

Bermasalah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja 

Adapun kategori nasabah bermasalah, yaitu ada tiga: 1) Kurang 

Lancar, Nasabah Kurang Lancar, adalah nasabah yang melakukan 

tunggakan antara tiga sampai enam bulan. 2) Diragukan, Dikatakan 

Nasabah diragukan apabila Nasabah yang melakukan pinjaman kepada PT. 

BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja melakukan tunggakan 

pembayaran angsuran antara enam sampai sembilan bulan. 3) Macet, 

disebut Macet apabila Nasabah yang melakukan pinjaman kepada PT. 

BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja tetapi tidak membayarkan 
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angsuran samasekali atau melakukan tunggakan pembayaran seperti yang 

telah ada pada Akad yang telah disepakati. 

 

2. Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BPRS Muamalat Harkat 

terhadap Nasabah bermasalah 

Prosedur dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah PT. BPRS 

Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja adalah dengan mengirimkan surat 

peringatan I, II, III. Surat peringatan ini dimaksudkanuntuk memberikan 

teguran kepada nasabahpembiayaan untuk segera memenuhi kewajibannya 

ataubersedia untuk melakukan musyawarah guna menentukan langkah apa 

yang perlu ditempuh Bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah 

tersebut. 

Adanya kesediaan dari nasabah untuk melakukan 

musyawarahmenunjukan adanya ittikad baik dari nasabah sehingga PT. 

BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja pun akanmengupayakan 

langkah rescheduling, reconditioning maupun restructuringyang sesuai 

dengan kondisi keuangan nasabah. Adapun bila nasabah sudahtidak 

mempunyai prospek, maka ditempuhlah langkah terakhir yaitu 

pencairanagunan untuk melunasi kewajibannya. Umumnya dalam kasus 

seperti ini,tidak perlu ditempuh jalur pengadilan karena nasabah sudah 

dengan sukarela menyerahkan agunannya kepada bank yang selanjutnya 

akan dilakukan prosespelelangan. 
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3. Proses Lelang Barang Jaminan yang Dilakukan PT. BPRS Muamalat 

Harkat Kecamatan Sukaraja 

Prosedur lelang barang jaminan yang dilakukan oleh BPRS 

Muamalat Harkat yaitu,apabila nasabah tidak mempunyai ittikad baik, 

seperti nasabah sudahtidak dapat ditemui untuk berdiskusi dan memiliki 

berbagai alasan untuk tidakmelaksanakan kewajibannya, maka PT. BPRS 

Muamalat Harkat Kecamatan  Sukaraja melalui jalurlitigasi yakni, 

Pengadilan Agama. 

Prosedur yang diterapkan dalam PT. BPRS Muamalat Harkat 

Kecamatan Sukaraja dalam menyelesaikanpembiayaan bermasalah melalui 

jalur pengadilan Agama adalah denganMemberikan surat peringatan I, 

apabila peringatan I tidak diindahkan dalam 1bulan kerja, maka diberikan 

surat peringatan II dengan jarak pemberian surat1 bulan kerja, apabila 

peringatan II tidak diindahkan juga maka dikeluarkansurat peringatan III 

dengan memberikan surat pra lelang. 

Apabila setelahpemberian surat pra lelang tidak ada itikad baik dari 

nasabah, maka PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja akan 

mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan Agama 

kepadanasabah untuk menyerahkan agunannya kepada pihak penggugat 

PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja.Apabila pengadilan 

Agama menerima permohonan tersebut, maka pengadilan Agama dapat 

menerbitkan penetapan Aan maning (teguran),penetapan sita yang diikuti 

dengan penyitaan agunan, dan mengeluarkanpenetapan lelang. 
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Jika nasabah pembiayaan tidak bersedia untukmenyerahkan agunan 

tersebut, maka eksekusinya dilakukan oleh pihak yangberwenang yaitu 

aparat hukum didampingi dengan juru sita dan perwakilan PT. BPRS 

Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja. Serta Pembebanan biaya-biaya 

dalam proses pelelangan  juga ditanggung oleh pihak PT. BPRS Muamalat 

Harkat kecamatan Sukaraja. 

4. Usaha PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja dalam 

Mengatasi Resiko Barang Jaminan 

  Adapun usaha yang dilakukan pihak PT. BPRS Muamalat Harkat 

Sukaraja dalam mengatasi resiko barang jaminan yaitu dengan cara 

menilai ulang objek jaminan, misalnya barang jaminan tersebut rumah 

dengan harga 200 juta, maka akan dilakukan anallisa terhadap harga dari 

rumah tersebut, setelah itu memperkirakan jaminan atau agunan tersebut 

laku dijual atau tidak dan mencari pembelinya. Usaha kedua yang 

dilakukan pihak BPRS Muamalat Harkat yaitu dengan cara menyisihkan 

biaya aktiva produktif, maksudnya biaya tersebut dibentuk apabila nasabah 

masuk kategori diragukan dan macet. Diragukan yaitu tunggakan 

pembiayaan mulai dari 6 sampai 9 bulan sedangkan macet mulai dari 9 

bulan sampai seterusnya. Dan penyisihan biaya aktiva produktif tersebut 

dapat digunakan sebelum proses lelang itu berlangsung. Apabila biaya 

aktiva produktif tersebut digunakan maka akan menjadi kerugian pada 

pihak Bank, namun apabila biaya penyisihan aktiva produktif tersebut 

tidak digunakan maka akan menjadi laba bai pihak Bank. Dana dari 
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penyisihan biaya aktiva produktif tersebut yaitu dari dana keseluruhan 

nasabah pembiayaan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Proses Pelelangan Jaminan Nasabah Bermasalah pada Akad 

Murabahah di PT. BPRS Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja 

a. Kategori nasabah bermasalah: 

1) Kurang lancar: yaitu tunggakan antara 3 sampai dengan 6 bulan, 2) 

Diragukan: yaitu tunggakan antara 6 sampai 9 bulan, 3) Macet: yaitu 

tunggakan dari 9 bulan dan seterusnya. 

b. Prosedur Penyelesaian yang dilakukan oleh PT. BPRS Muamalat 

Harkat Kecamatan Sukaraja terhadap Nasabah Bermasalah jaminan. 

Proses yang diterapkan dalam PT. BPRS Muamalat Harkat 

Kecamatan Sukaraja dalam proses penyelesaian pembiayaan 

bermasalah, yaitu:  

1. Melalui jalur musyawarah dengan cara melakukan 

pemanggilankepada nasabah bermasalah tersebut. 

2. Apabila jalur musyawarah tidak dapat titik temu, maka pihak 

Bank dapat memberikan surat peringatan I, II, dan IIIdengan 

sebelumnya memberikan surat pra lelang. 

3. Apabila setelah pemberian surat pra lelang tidak ada itikad 

baik dari nasabah, maka PT. BPRS Muamalat Harkat 

68 
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Kecamatan Sukaraja akan mengajukan permohonan eksekusi 

kepada Pengadilan Agama. 

4. Apabila pengadilan Agama menerima permohonan tersebut, 

maka Pengadilan Agama dapat menerbitkan penetapan Ann 

maning (teguran). Penetapan sita yang diikuti dengan 

penyitaan agunan, dan mengeluarkan penetapan lelang. 

Apabila nasabah pembiayaan tidak bersedia untuk 

menyerahkan agunan tersebut, maka eksekusinya dilakukan 

oleh pihak yang berwenang yaitu aparat hukum yang 

didampingi dengan juru sita dan perwakilan PT. BPRS 

Muamalat Harkat Kecamatan Sukaraja. 

2. Usaha yang Dilakukan PT. BPRS Muamalat Harkat dalam 

Menangulangi Resiko Barang Jaminan 

 Adapun usaha yang dilakukan pihak Bank yaitu dengan cara: 

a. Menilai ulang objek atau barang jaminan atau memperkirakan 

jaminan ini laku dijual atau tidak, dan mencari pembelinya. 

b. Menyisihkan biaya aktiva produktif  

c. Pihak bank bisa memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam 

hal ini debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu 

pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan 

menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih 

lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hampir 

sama dengan jangka  waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu 
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angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun sama 

misalnya dari 36 kali angsuran menjadi 48 kali angsuran dan hal ini 

tentu saja jumlah angsurannya pun menjadi mengecil seiring dengan 

penambahan jumlah angsuran. 

d. Yang paling penting dalam mengatasi masalah ini hanyalah pihak 

bank sendiri terutama karyawan bank agar mengantisipasi dengan cara 

lebih teliti dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk 

menekan resiko gagalnya angsuran. 

B. Saran 

1. Bagi pihak PT. BPRS Muamalat Harkat agar selalu menilai jaminan 

dengan tepat dan benar dan sesuai dengan nilai pasar wajar agar jika 

terjadi permaslahan jaminan tersebut liquid dan mengkafer pembiayaan. 

Agar lebih efektif sumber daya manusia yang ada di PT. BPRS Muamalat 

harkat harus benar-benar cermat dan tidak selalu memprioritaskan target, 

sehingga lalai akan penilaian jaminan yang mengkafer. 

2. Bagi pihak nasabah diharapkan dapat bekerjasama dengan baik bersama 

pihak bank, agar tidak terjadi pelelangan jaminan, ataupun proses 

pelelangan jaminan dapat terselesaikan dengan baik. 

3. Pihak manajemen bank perlu menciptakan lingkungan manajemen resiko 

dengan cara mengidentifikasi tujuan dan strategilembaga secara jelas, serta 

dengan membentuk  sistem yang dapat mengindentifikasi, mengukur, 

memonitor dan menelola berbagai ancaman resiko. Untuk memastikan 
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efektivitas dari proses manajemen resiko pada PT. BPRS MUAMALAT 

HARKAT perlu memebentuk sistem kontrol internal yang handal. 

4. Untuk melakukan pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah alangkah 

baiknya PT. BPRS MUAMALAT HARKAT selalu melakukan 

pengawasan terhadap pembiayaan yang telah disalurkan. 

5. Menigkatkan kualitas sumber daya manusia bagi karyawan, guna 

meningkatkan kinerja yang lebih baik di PT. BPRS MUAMALAT 

HARKAT. 
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       Judul Skripsi      : Proses Pelelangan Jaminan Nasabah Bermasalah Pada 

Akad Murabahah di PT BPRS Muamalat Harkat 

Kecamatan Sukaraja 

B. Data Pihak Bank 

Kepada : 

Jabatan : 

 

Daftar Pertanyaan Kepada Pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja: 

1. Bagaimana sejarah awal berdirinya Bank Muamalat Harkat Sukaraja? 

2. Berapa jumlah kantor cabang dan kantor kas yang telah berdiri di Bengkulu? 

3. Bagaimana kriteria nasabah yang bermasalah di PT BPRS Muamalat Harkat? 

4. Apa yang menjadi pertimbangan PT BPRS Muamalat Harkat dalam 

menentukan kategori nasabah bermasalah? 

5. Berapa jumlah presentase nasabah bermasalah pada PT BPRS Muamalat 

Harkat? 

6. Apa ada cara lain penyelesaian nasabah bermasalah di PT BPRS Muamalat 

Harkat selain melalui pengadilan atau pelelangan? 

7. Bagaimana prosedur atau proses pengajuan pelelangan atau pengadilan, 

nasabah bermasalah di PT BPRS Muamalat Harkat? 
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8. Apa kendala yang dihadapi oleh PT BPRS Muamalat Harkat dalam 

melakukan proses pelelangan atau proses pengadilan terhadap nasabah 

bermasalah? 

9. Apakah selama ini sudah ada nasabah bermasalah yang sudah dapat 

diselesaikan melalui proses pelelangan atau pengadilan? 

10. Apakah ada nasabah bermasalah yang melakukan perlawanan hukum 

terhadap proses pelelangan atau pengambilan alih jaminan pembiayaan? 

11. Seberapa besarkah tingkat keberhasilan penyelesaian nasabah bermasalah 

melelui pelelangan atau pengadilan di PT BPRS Muamalat Harkat? 

12. Bagaimana pembebanan biaya-biaya proses pelelangan nasabah di PT BPRS 

Muamalat Harkat? 
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INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

 
Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA NASABAH 

 

Data Peneliti 

       Nama      : Aris Surono 

       Nim      : 1416142267 

       Prodi/Semester     : Perbankan Syariah/ IX (9) 

       Fakultas      : Ekonomi dan Bisnis Islam 

       Judul Skripsi      : Proses Pelelangan Jaminan Nasabah Bermasalah Pada 

Akad Murabahah di PT BPRS Muamalat Harkat 

Kecamatan Sukaraja 

 

Daftar Pertanyaan Kepada Nasabah Bermasalah PT BPRS Muamalat 

Harkat Sukaraja : 

 

1. Apakah benar bapak sudah tidak melakukan pembayaran angsuran di PT BPRS 

Muamalat Harkat? 

2. Apa yang menjadi alasan bapak belum melakukan pembayaran kepada PT BPRS 

Muamalat Harkat Sukaraja? 

3. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak bank untukmeringankan beban bapak 

tersebut, adakah upaya yang dilakukan oleh pihak bank seperti perpanjangan 

angsuran misalnya ? 

4. Adakah penagihan yang dilakukan pihak bank kepada bapak atau pengambil 

alihan jaminan? 
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5. Apakah pihak BPRS Muamalat Harkat sudah membawa kasus ini ke pengadilan 

? 

6. Apakah pihak BPRS Muamalat Harkatsudah melakukan eksekusi barang 

jaminan ? 

7. Menurut bapak apakah prosedur yang dilakukan pihak BPRS Muamalat Harkat 

sudah sesuai ? 
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